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ABSTRAK 

 

Status Identitas Anak di Indonesia Terdapat pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) yang 

berbunyi: Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah 

identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan 

belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten / Kota. Dari hal tersebut maka yang menjadi masalah pada penelitian 

ini adalah Bagaimana Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandar Lampung dalam Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Indentitas Anak Pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Perspektif Siya>sah 

Tanfiz|iyyah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pada Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu upaya yang dilakukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam 

mengoptimalkan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan pandangan Siya>sah 

Tanfiz|iyyah Syar’iyyah mengenai peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bandar Lampung dalam penerbitan Kartu Identitas Anak ( KIA). 

Metode penelitian  yang digunakan adalah deskriptif kulitatif. Adapun teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Purposive Sampling 

dengan 6 sampel, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Pasal 2 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sudah dapat 

dinyatakan terlaksanakan dilihat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada pasal 2 yang 

menjelaskan mengenai tujuan dari kartu identitas anak sehingga jumlah anak yang 

telah memiliki Kartu Identitas Anak pada tahun 2016 sampai tahun 2024 adalah 

309.758 anak dan dalam penerbitan kartu identitas anak, Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan wewenang serta 

kewajibannya dan dalam pandangan Siya>sah Tanfiz|iyah Syari’iyyah sudah 

terlaksana dalam masyarakat melalui program jemput bola yang di lakukan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah 

sesuai dengan seorang pemimpin (ulil amri) harus bertanggung jawab atas 

amanah yang telah di berikan dan di sampaikan serta dilaksanakan dengan 

masyarakat seperti sifat tabligh dan  dengan surah An-Nisa Ayat 58. 

 

Kata Kunci : Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kartu Identitas 

Anak 
  



ABSTRACT 

 

 The Identity Status of Children in Indonesia is contained in Minister of 

Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards 

article 1 paragraph (7) which reads: Child Identity Card, hereinafter abbreviated to 

KIA, is the child's official identity as proof of being a child who is less than 17 

years old. and unmarried issued by the Regency/City Population and Civil 

Registration Service. From this, the problem in this research is what is the role of 

the Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service in the 

Implementation of Article 2 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 

02 of 2016 concerning Child Identity Cards at the Bandar Lampung City 

Population and Civil Registration Service and what is Siya's perspective Siya>sah 

Tanfiz|iyyah Regarding the Implementation of Article 2 of the Minister of Home 

Affairs Regulation Number 02 of 2016 concerning Child Identity Cards at the 

Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service. This research 

aims to determine whether or not there is an effort made by the Bandar Lampung 

City Population and Civil Registration Service in optimizing the issuance of Child 

Identity Cards (KIA) and Siya>sah Tanfiz|iyyah views regarding the role of the 

Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service in the issuance 

of Child Identity Cards (KIA). 

 The research method used is qualitative descriptive. The sampling technique 

used in this research is the Purposive Sampling method with 6 samples. Data 

collection techniques use observation, interviews and documentation. The data 

analysis technique uses qualitative analysis.  

 The results of this research show that the implementation of Article 2 of the 

Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Children's 

Identity Cards in the Bandar Lampung City Population and Civil Registration 

Service can be declared implemented as seen from the implementation of the 

Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Children's 

Identity Cards in article 2 which explains the purpose of child identity cards so 

that the number of children who have Child Identity Cards from 2016 to 2024 is 

309,758 children and in issuing child identity cards, the Population and Civil 

Registration Service has carried out its duties based on its authority and 

obligations and in Siya>sah Tanfiz|iyyah has been implemented in the community 

through a pick-up and drop-off program carried out by the Bandar Lampung City 

Population and Civil Registration Service which is in accordance with a leader 

(ulil amri) who must be responsible for the mandate that has been given and 

conveyed and carried out with the community according to tabligh characteristics 

and with Surah An-Nisa Verse 58. 

 

Keywords: Children, Population and Civil Registration Service, Children's  

        Identity Card 
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MOTTO 

 

َُوَُ
قُواُاّللّٰ ُفَلْيَتَّ يَّةًُضِعٰفًاُخَافُوْاُعَليَْهِمْْۖ ٩ُُلْيَقُوْلوُْاُقَوْلًًُسَدِيْدًاُوَلْيَخْشَُالَّذِيْنَُلَوُْتَرَكُوْاُمِنُْخَلْفِهِمُْذُرِّ

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan 

setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, 

bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal 

menjaga hak-hak keturunannya). (Q.S An-Nisa [4] : 9) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Penegasan dengan memberi pengertian yang terkandung dalam judul perlu 

dilakukan agar tidak terjadi kesalahan atau kerancuan persepsi dalam 

memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “ PERANAN DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR 

LAMPUNG TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI 

DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG KARTU 

IDENTITAS ANAK DALAM PERSPEKTIF SIYA>SAH TANFIZ|IYAH 

SYAR’IYYAH  ” ,  Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan yaitu: 

1. Peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam film, 

sandiwara, dan sebagainya). Peranan adalah bagian dari tugas utama 

yang harus dilaksanakan.
1
 Peranan dapat dikatakan juga seperangkat 

tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat.  

2. Siya>sah Tanfiz|iyyah Syar‟iyyah (politik pelaksanaan undang-undang). 

Yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan 

mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran 

ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan 

nilai-nilai agama dapat ditranformasikan melalui sistem pendidikan dan  

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Ke-4 (Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.845. 



2 
 

 
 

pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang 

sama.
2
 

3. Implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa adalah pelaksanaan, 

penerapan; pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal 

yang disepakati dulu.
3
 

Pasal 2 Peraturan Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang 

Kartu Identitas Anak yang menyatkan bahwa pemerintah 

berkewajiban memberi kartu identitas kependudukan kepada seluruh 

penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai 

upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga 

negara,bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan 

mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik 

untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.
4
 

Berdasarkan penjelasan bebrapa istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan judul ini adalah Peranan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terhadap Implementasi Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak 

Perspektif Siya>sah Tanfiz|iyyah Syar’iyyah, Merupakan sebuah Kebijakan 

yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung 

terutama pada Implementasi Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

                                                             
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Cetakan Ke-1 

(Jakarta: Pramadamia Group, 2014), hlm.33. 
3
 Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Ke-4, hlm.427. 

4
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. 
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Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yaitu dalam Peran Dinas 

melakukan penerbitan Kartu Identitas Anak. 

B. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) bukan negara 

kekuasaan (machstaat). Sehingga menjadi sebuah Konsekuensi sebagai 

Negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang ada di Negara Indonesia haruslah didasarkan dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, salah satu 

bentuk hukum di Indonesia adalah undang-undang. 5 Hukum Status Identitas 

Anak Di Indonesia Terdapat pada Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 

Tahun 2016 tentang kartu identitas anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi:7 

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi Kartu Identitas 

Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia 

kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
6
 

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2013  Pasal 63 Ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan, dan dalam pasal 

tersebut menyatakan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing 

                                                             
5 M.Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siya>sah Dustu>riyah Dalam 

Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” As-

Siyasi : Journal of Constitutional Law 1, nomor 1 (June 2021): hlm. 65, 

https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955. 
6
 Togi Julius Simamora, Bahmid, and Junindra Martua, “Pengaturan Hukum Status Anak 

Yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Kartu Identitas Anak (KIA,” Jurnal Tectum 1, nomor 1 (November 2019): hlm. 76., 

http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/983. 
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yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 ( tujuh belas) tahun 

atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el,  Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) sebagai contoh salah satu identitas yang diperuntukkan 

bagi penduduk yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas, hal ini 

kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana untuk warga negara yang 

masih berusia di bawah 17 tahun, maka dapat disimpulkan dari pernyataan 

di atas bahwa yang wajib memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu 

Tanda Penduduk hanyalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 

(tujuh belas) tahun keatas. Sedangkan untuk penduduk yang berusia 

dibawah 17 tahun tidak memiliki dokumen kependudukan selain dari akta 

kelahiran. Maka hal tersebut menimbulkan asumsi bahwasannya telah 

terjadi diskriminasi terhadap anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun.  

Pemerintah memiliki alasan dalam mengeluarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak  yaitu:
7
 

1. Pemerintah melihat saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan 

belum menikah belum memiliki identitas kependudukan yang berlaku 

secara nasional dan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi dan 

Administrasi Kependudukan; 

2. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas 

kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang 

berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak 

konsitusional warga negara, dan 

                                                             
7
 “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak”. 
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3. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong 

peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk 

mewujudkan hak terbaik bagi anak. 

Berdasarkan alasan  diatas pemerintah melalui Kementerian Dalam 

Negeri (KEMENDAGRI) mengeluarkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang 

diharapkan menjadi kartu identitas bagi anak. Kartu Identitas Anak ini diatur 

dalam Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu 

Identitas Anak. dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak seperti syarat-

syarat untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak, prosedur untuk 

mendapatkan Kartu Identitas Anak, elemen yang tercantum dalam Kartu 

Identitas Anak, serta peranan yang harus dilakukan oleh Disdukcapil 

Kabupaten/Kota, dan lain sebagainya. Namun hal ini masih kurang di 

ketahui sebagian masyarakat dan  Hasil observasi peneliti di lapangan 

menemukan permasalahan  yaitu: 

1. Kurangnya sosialisasi dari pihak dinas ke masyarakat dalam 

mempromosikan apa itu Kartu Identitas Anak dan kegunaannya, 

sehingga masyarakat tidak tahu pentingnya Kartu Identitas Anak.  

2. Masyarakat beranggapan bahwa jika sudah memiliki Akte Kelahiran 

tidak perlu lagi ada Kartu Identitas Anak, hal ini menyebabkan orang tua 

tidak mau mengikuti program pemerintah dalam pembuatan Kartu 

Identitas Anak. 
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Kartu Identitas Anak wajib dimiliki oleh anak, Hal ini tercantum dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 

1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Kartu Identitas Anak adalah identitas 

resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan 

belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten/Kota. Kartu Identitas Anak ini juga memiliki tujuan dengan 

dicantumkan dalam Pasal 2 yang berbunyi pemerintah menerbitkan Kartu 

Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan 

pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan 

pemenuhan hak konstitusional warga negara.
8
 

Melalui Kartu Identitas Anak pemerintah berharap adanya peningkatan 

pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak 

terbaik bagi anak. Bukan hanya itu, Kartu Identitas Anak bersama dengan 

akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan 

jaminan atas pengakuan hak anak berikut dengan perlindungannya 

khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak 

memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi 

dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).  

Penelitian yang akan di lakukan adalah Peranan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak  

memiliki sasaran kepada Sekolah Dasar yang ada di Kota Bandar Lampung, 

                                                             
8
 “Pasal 1 Aayat (7) Dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun,” 2016. 
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yaitu berjumlah 1.149 dan jumlah anak usia 0 - 17 tahun di kota bandar 

lampung adalah 290.056 anak namun yang akan di teliti oleh penulis adalah 

2 Sekolah Dasar, yang dilakukan pada SDN 1 Sukabumi dan SDN 2 

Sukabumi Bandar Lampung. Berdasarkan pada latar belakang diatas,  

Penulis memandang penting untuk diteliti. 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Penelitian ini merupakan ruang lingkup perubahan dan kajian 

difokuskan pada Peran Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil 

Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 

2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.  

Sub Fokus terletak pada Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bandar Lampung terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Indentitas Anak 

dalam pespektif Siya>sah Tanfiz|iyyah yang mencakup indikator terkait 

Penerbitan, Pendataan, Perlindungan dan Pelayanan Publik di Kota Bandar 

Lampung . 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas. Maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam  

mengimplementasikan Pasal 2  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
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02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana Perspektif Siya>sah Tanfiz|iyyah Syar’iyyah terhadap 

Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 

2016 tentang Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian  

  Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicari dari rumusan 

masalah yang terdapat pada suatu penelitian, Adapun tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalam Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 

Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung; dan  

2. Untuk Menganalisis mendalam mengenai Peran Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil dalam Perspektif Siya>sah Tanfiz|iyyah Syar’iyyah 

terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanafaat secara: 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan 
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referensi maupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah 

dalam penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat dalam memenuhi tugas 

akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas 

Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

       Hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai tolak ukur 

dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis 

jadikan penelitian yang relevan: 

1. Judul: “Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit 

Tinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Bedasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016”, (Skripsi) Disusun oleh 

Rinaldo Oktaviano Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan 

Hukum, Universitas Islam Negeri Sultah Syarif Kasim Riau Pekanbaru 

pada tahun 2019. Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak di Kota Bukittinggi. 

Adapun persamaan dan perbedaan antara judul skripsi ini dengan 

penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu: Persamaannya 

adalah sama-sama membahas peranan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota terhadap implementasi dari Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
9
 

Perbedaaannya adalah skripsi di atas melakukan studi kasus di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatann Sipil Kota Bukittinggi, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.  

2. Judul: “Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya”. 

(Skripsi), Disusun oleh Anggia Delta Utama, Program Studi: 

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Andalas Padang pada tahun 2022. Skripsi ini berfokus pada 

Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak yang berlandaskan oleh 

Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
10

 

Adapun persamaan dan perbedaan antara judul skripsi ini dengan 

penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu: Persamaannya 

adalah sama-sama membahas tentang implementasi Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, 

adapun perbedaanya adalah pada studi kasus penelitian, Skripsi di atas 

di lakukan di Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Dharmasraya sedangkan penilitian yang akan di lakukan oleh peneliti di 

                                                             
9
 Rinaldo Oktaviano, Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi 

Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 

Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 8. 
10

 Delta Utama Anggia, Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya (Skripsi, Universitas Andalas, 

2022), hlm. 7. 
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lakukan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bandar 

Lampung. 

3. Judul: “Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di kota Metro 

(Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)”, 

Disusun oleh Ike Fitti Wardani, Dkk. Program Studi: Ilmu Administrasi 

Negara, Universitas Lampung Tahun 2022. Penelitian ini Membahas 

tentang Efektivitas dalam penyelenggaraan Program Kartu Identitas 

Anak di Kota Metro.
11

 Adapun Persamaan dan Perbedaan dalam 

Penelitian ini dengan Penelitian yang akan di laksanakan oleh peneliti 

adalah: Persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan 

sebuah instansi atau Dinas kependundukandan Penacatatan Sipil dalam 

menerbitkan Kartu identitas anak yang berlandaskan dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas 

Anak. Dan adapun perbedaannya adalah pada studi kasus yang akan 

dilaksanakan,Penelitian dengan judul di atas dilakukan di Dinas 

Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro sedangkan penelitian 

yang akan dilaksanakan oleh peneliti dilakukan di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. 

4. Judul: “Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak ( KIA ) 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Badung”. Disusun 

oleh Windi Dwi Arista dan Wayan Suderana, Universitas Pendidikan 

Nasional, Tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan 

                                                             
11

 Ike Fitti Wardani, Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Metro (Studi 

Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro (Universitas Lampung: Skripsi, 

2022), hlm. 6. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu 

Identitas Anak.
12

 Adapun persamaan dan perbedaan antara judul 

penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu: 

Persamaannya adalah sama-sama membahas implementasi Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas 

Anak Adapun perbedaannya adalah pada studi kasus penelitian, Skripsi 

di atas di lakukan di Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Badung sedangkan penilitian yang akan di laukan oleh 

peneliti di lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandar Lampung. 

5. Judul: “ Pengaturan Hukum Status Anak yang Mendapat Kartu Indetitas 

Anak Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2019. Peneltian ini membahas tentang 

tentang Pengaturan Hukum Status Identitas Anak di Indonesia dan 

membahas akibat dari anak yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016.
13

 

Adapun persamaan dan perbedaan antara judul penelitian ini dengan 

penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu: Persamaanya adalah 

sama -sama meneliti terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 

Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Adapun perbedaan nya 

                                                             
12

 Windi Dwi Arista and Wayan Suderana, “Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas 

Anak ( KIA ) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Badung,” Jurnal Ilmiah 

Dinamika Sosial 3, no. mor 1 (February 2019): hlm. 59, https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733. 
13

 Togi Julius Simamora, Bahmid, and Junindra Martua, “Pengaturan Hukum Status Anak 

Yang Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Kartu Identitas Anak (KIA,” Jurnal Tectum 1, no. mor 1 (November 2019): hlm. 69, 

http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/983. 
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adalah Penelitian tersebut lebih memfokuskan ke perlindungan status 

hukum anak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih 

memfokuskan kepada Pasal 2 terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kertu Identitas Anak yaitu terkait Peranan  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung 

Terhadap penerbitan Karu Identitas anak. 

H. Metode Penelitian   

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara 

mencari, menggali mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.
14

 

Oleh sebab itu, terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

(Field Research) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan data 

nya dilakukan dilapangan.
15

 Penelitian ini dilakukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode 

kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan 

                                                             
14

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Afabeta, 2011), 

hlm. 17. 
15

 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 

hlm. 17. 



14 
 

 
 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah 

instrument kunci. 

b. Sifat Penelitian  

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian 

yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tetentu serta situasi 

atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan 

mencari informasi-informasi faktual, justifikasi keadaan, membuat 

evaluasi sehingga diperoleh gambaran-gambaran yang jelas.
16

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud adalah sumber dimana data penelitian 

dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian langsung dari sebagai sumber informasi yang dicari. 

Sumber data yang utama yaitu hasil wawancara sejumlah informasi 

yang merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber informasi data yang menjadi 

bahan penunjang serta melengkapi dalam melakukan suatu analisis. 

                                                             
16

 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 

hlm. 15. 
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Data sekunder dalam topik penelitian ini meliputi sumber-sumber 

baik dari Al Quran, Hadis dan lain-lain, serta literatur yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Populasi dan Sampel 

a.   Populasi  

Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu 

wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan orang yang berada pada unit analisis yang diteliti 

(individu, kelompok, atau organisasi).
17

 Populasi dalam penelitian 

ini adalah pihak yang terkait langsung dengan responden, yang 

berjumlah keseluruhan populasi adalah 99 orang dan 2 Sekolah 

Dasar 

b.    Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-

cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan 

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Dalam metode ini 

adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode Purposive Sampling. Proposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu ataupun yang mengetahui indikator pada bidang yang akan 

di teliti.
18

 Indikator yang digunakan untuk menentukan sampel 

                                                             
17

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 
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dalam penelitian ini yaitu pengetahuan dan keterkaitan tentang 

peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Bandar 

Lampung Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. 

 Penelitian ini penulis menentukan 6 sampel yang terdiri dari: 

1 Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandar Lampung, 1 Kepala Bidang  Pemanfaatan dan Inovasi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 

1 Kasubag Umum dan Kepegawaian, 1 JF. Administrator Database 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 

, 2 Guru di SDN 1 Sukabumi dan SDN 2 Sukabumi. Indikator yang 

digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu 

pengetahuan dan keterkaitan tentang Peranan Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil kota Bandar Lampung Terhadap 

Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 

Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. 

4. Metode Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data adalah sebuah strategi atau cara yang akan 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang 

dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian, serta untuk proses 

melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan dalam melakukan 

penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan 

beberapa metode, yaitu : 
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a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung 

oleh peneliti terhadap kondisi dan situasi yang ada di lokasi objek 

penelitian. Dalam pengertian lain yang dimaksud dengan observasi 

adalah studi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap 

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan 

dan pencatatan. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan 

secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.
19

 

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan secara langsung dan 

peneliti akan mewawancarai  orang sampel sebagai responden 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu dalam buku karya Koentjaningrat 

menyatakan bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara untuk 

mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data 

mengenai hal hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, poto, dokumen rapat, dan agenda. Dokumentasi dalam 

penelitian ini menggunakan perekam gambar atau foto. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), hlm. 187. 
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5. Metode Pengelolaan Data 

       Pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan 

mengatur data yang tepat dan relevan berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Pengolahan data ini adalah bagian yang sangat penting dalam 

metode ilmiah, karena dengan pengolahan data maka data tersebut 

dapat memberikan jalan keluar dalam pemecahan suatu permasalahan 

data suatu penelitian. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan 

cara sebagai berikut: 

a.   Editing 

Editing yaitu pemeriksaan data kembali dari semua data yang 

diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, 

keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.
20

 

b.   Sistemazing 

Sistemazing yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Menguraikan 

hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal 

ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis, data yang diedit 

dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah. 

6. Analisis Data  

Setelah data terkumpul data yang diproleh dari penelitian 

selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau 
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dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-

kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis. 

membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu 

interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. 

I. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah 

bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan 

penjelasan susunannya sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, Bab ini memaparkan tentang penegasan judul, 

latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II Landasan Teori, Bab ini membahas tentang  pengertian teori  

Fiqh Siya>sah dan Siya>sah Syar’iyyah  Pengertian Siya>sah Tanfiz|iyyah , 

Dasar Hukum, Objek Kajian dan pembidangan, serta membahas tentang 

teori Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Kartu Identitas Anak, serta Teori Tentang Kartu Identitas Anak. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, Berisi tentang Deskripsi dan Data 

Penelitian, memuat uraian gambaran umum Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung , Sejarah  Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Tugas Pokok dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Sturuktur 

Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 
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Lampung, Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandar Lampung, Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak ( KIA), Peran Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terhadap 

Penerbitan Kartu Indentitas Anak. 

Bab IV Analisis Penelitian, Bab ini berisi tentang Analisis Penelitian 

dan Analisis Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota 

Bandar Lampung Terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

2 Tahun 2016, tinjauan Siya>sah Tanfiz|iyyah Syar’iyyah terhadap peranan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam 

Implementasi Terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 

Tahun 2026 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 

Lampung Tentang Kartu Identitas Anak. 

Bab V Penutup, Pada bab ini merupakan bab yang paling akhir dari 

pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok 

permasalahan dan saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Siya<sah Tanfiz|iyah Syar’iyyah 

1. Pengertian Fiqh Siya>sah dan Siya>sah Syar’iyyah 

Secara bahasa Fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam Al- 

Tarmidzi, seperti yang di kutip Amir Ayarfudidin, menyebut bahwa 

“Fiqh tentang sesuatu”. Kata Siya>sah yang berasal dari dari kata sasa, 

yang berati mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, 

politik, dan pembuatan kebijaksanan.
21

 Secara terminologis dalam 

kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata Siya>sah yaitu 

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada 

kemaslahatan. Dari penjelasan  di atas, dapat disimpulkan bahwasanya 

Fiqh Siya>sah adalah sebuah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan 

umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan 

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan 

dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kepentingan 

umat. 

Istilah fiqh siya>sah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk 

yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siya>sah. Secara etimologis, 

fiqh merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-

fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga 

dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. 

Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan 
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sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat 

perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.
22

 

Abdul Wahhab Al-khallaf mendefinisikan siya>sah adalah 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban  

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. 
23

 

 Secara etimologi Siya>sah Syar’iyyah berasal dari kata Syara’a 

yang berarti sesuatu yang bersifat Syar’i atau bisa diartikan sebagai  

peraturan atau politik yang bersifat syar‟i. Secara terminologis 

menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis 

membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari 

kerusakan, Siya<sah Syar’iyyah merupakan suatu ilmu bidang ilmu 

yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara 

dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh 

pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip 

dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. 

Abdurahman Taj merumuskan Siya>sah Syar’iyyah sebagai hukum-

hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan 

permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari‟at dan dasar-

dasarnya yang universal demi terciptanya tujuantujuan 

kemasyarakatan. Walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik 

oleh AlQur‟an maupun al-Sunnah.
24
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Fiqh siya>sah atau siya>sah syar'iyyah berarti politik menurut ajaran 

syari‘at. Dalam bidang ini dibahas tentang Siya>sah syar'iyyah 

ketatanegaraan dalam ajaran Islam. atau fiqh siya>sah lebih terbuka 

(dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan 

perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman 

berpengaruh besar terhadap siya>sah syar'iyyah. Dalam fiqh siya>sah 

pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak 

diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh 

manusia Dapat disimpulkan bahwa fiqh siya>sah mempunyai 

kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam 

masyarakat Islam seperti yang di jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 

58 yang berbunyi : 

ُاَنُْ۞ُ اسِ ُالنَّ ُبَيْنَ ُحَكَمْتُمْ ُوَاِذَا ُاَهْلِهَاۙ ى
ُاِلٰٰٓ ُالًَْمٰنٰتِ وا ُتُؤَدُّ ُاَنْ ُيَأمُْرُكُمْ َ

ٰ
ُاّللّ اِنَّ

َُكَانَُسَمِيْعًاُۢبَصِيْرًاُ
ٰ
ُاّللّ اُيَعِظُكُمُْبِهُُٖۗاِنَّ َُنِعِمَّ

ٰ
ُاّللّ ُُۗاِنَّ ٨٥ُُتَحْكُمُوْاُبِالْعَدْلِ

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 

kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa‟ [4]: 58) 
 

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-

kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat 

muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah 

membutuhkan siya>sah syar'iyyah. Tanpa politik hukum pemerintah 

boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. 
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fiqh siya>sah (siya>sah syar'iyyah) juga dapat menjamin umat Islam dari 

hal-hal yang bisa merugikan dirinya. 

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kepentingan dan jiwa syar„iat 

maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi: 

ُتَنَازَعْتُُ ُفَاِنْ ُمِنْكُمْْۚ ُوَاوُلِىُالًَْمْرِ سُوْلَ ُالرَّ ُوَاَطِيْعُوا َ
ٰ
ُاّللّ ُاَطِيْعُوا ا ُاٰمَنُوْٰٓ ُالَّذِيْنَ هَا ايَُّ مُْيٰٰٓ

ُذٰلكَُِخَيْرُ  خِرِۗ ُوَالْيَوْمُِالًْٰ ِ
ٰ
سُوْلُِاِنُْكُنْتُمُْتُؤْمِنُوْنَُبِالّلّ ُوَالرَّ ِ

ٰ
ُاِلَىُاّللّ وْهُ ُفيُِْشَيْءٍُفَرُدُّ

٨٩ُُُࣖاحَْسَنُُتَأوِْيْلًًُوَُّ
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di 

antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (sunahnya) jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih 

baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). 

(Q.S An Nisa Ayat 59). 
 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siya>sah 

 Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala 

negara) dibantu oleh para pembantunya (cabinet atau dewan menteri) 

yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang 

berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana 

halnya kebijaksaan legislative yang tidak boleh menyimpang dari 

semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan 

eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.
25

 

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita 

membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan 
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pembicaraan, bahasan dan metodenya. Fiqh Siya>sah adalah ilmu yang 

otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash 

Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup 

individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, 

muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, 

peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum 

internasional, seperti perang, damai dan trakta. 

Objek kajian fiqh siya>sah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-

bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara 

dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan 

non-Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting 

oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut. 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan 

ruang lingkup kajian fiqh siya>sah. Ada yang membagi menjadi lima 

bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. 

Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. 

Beberapa ulama mengemukakan kajian fiqh siya>sah dengan 

berbagai objek pembahasannya, Ada yang membaginya dengan 

ringkas, ada pula yang membaginya menjadi terperinci yaitu: 
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Menurut Al-Ma>wardi<, obyek kajian fiqh siya>sah yaitu: 

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan 

(siya>sah dustu>riyyah). 

b. Ekonomi dan moneter (siya>sah ma>liyyah). 

c. Peradilan (siya>sah qadla>’iyyah). 

d. Hukum perang (siya>sah harbiyyah). 

e. Administrasi negara (siya>sah ‘ida>riyyah).
26

 

Menurut Ibnu Taimiyah meringkas Fiqh Siya>sah menjadi empat 

bidang kajian yaitu:  

a. Peradilan (Siya>sah Qadla>’iyyah)  

b. Administrasi Negara (Siya>sah ‘Ida>riyyah)  

c. Ekonomi dan Moneter (Siya>sah Ma>liyyah)  

d. Hubungan Internasional (Siya>sah Dauliyyah/Kha>rijiyyah). 

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf di dalam kitabnya yang 

berjudul al-Siya>sah al-Syar’iyyah lebih mempersempitnya menjadi 

tiga kajian yaitu: 

a. Peradilan (Siya>sah Qadla>’iyyah)  

b. Hubungan internasional (Siya>sah Dauliyyah/ Kha>rijiyyah) 

c. Keuangan Negara (Siya>sah Ma>liyyah).
27

 

Menurut Hasbi As-Shiddieqy membagi obyek kajian Fiqh Siya>sah 

terbagi pada delapan bentuk, yaitu: 
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a. Siya>sah dustu>riyah syar’iyyah (politik perundang-undangan). 

b. Siya>sah tasyri<’iyyah syar’iyyah (politik hukum). 

c. Siya>sah qadla>’iyyah syar’iyyah (politik peradilan). 

d. Siya>sah ma>liyyah syar’iyyah (politik ekonomi). 

e. Siya>sah ‘ida>riyyah syar’iyyah (politik administrasi). 

f. Siya>sah dauliyyah syar’iyyah (politik hubungan internasional). 

g. Siya>sah tanfiz|iyyah syar’iyyah (politik pelaksanaan 

perundangundangan). 

h. Siya>sah harbiyyah syar’iyyah (politik peperangan).
28

 

3. Sumber Kajian Siya>sah Tanfiz|iyah Syar’iyyah 

Sumber kajian hukum dari siya>sah Syar’iyyah itu adalah Al- 

Qur‟an dan Al-Hadist, Sumber hukum siya>sah Syar’iyyah ada yang 

mengatakan tergolong menjadi tiga sumber yaitu Al-Qur‟an, sunnah, 

dan sumber hukum berupa peninggalan kaum muslim terdahulu. 

Dalam proses perkembangannya fiqh ini terbagi menjadi tiga tahap 

yakni klasik, pertengahan dan modern. Secara global bahwa objek 

kajian ini menjadi tiga, Yaitu Pertama, peraturan dan perundang-

undangan. Kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. 

Ketiga, pencapaian tujuan negara dengan memperhatikan hubungan 

antara rakyat dengan penguasa.
29
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Allah swt berfirman: 
 

هُمُْ ُوَلَنَجْزِيَنَّ
ْۚ
بَةً ُطَيِّ ُحَيٰوةً هٗ ُفَلَنُحْيِيَنَّ ُمُؤْمِن  ُانُْثٰىُوَهُوَ ُاَوْ ُذَكَرٍ نْ ُمِّ ُعَمِلَُصَالحًِا مَنْ

٩٩ُُاجَْرَهُمُْبِاحَْسَنُِمَاُكَانُوْاُيَعْمَلوُْنَُ
“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti 

akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri 

balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu 

mereka kerjakan.” (Q.S. An Nahl [16]: 97) 
 

Selain sumber Al-Qur‟an dan Al- Sunnah, Ahmad sukardja 

mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh siya>sah juga bersal dari 

manusia itu sendiri dan lingkunganya  seperti, pandangan para pakar 

politik, „Urf atau kebiasaan masyarakat terhadap yang bersangkutan, 

adat istiadat setempat bahkan pengalaman yang telah di masa lalu serta 

aturan-aturan yang pernah di buat sebelumnya.
30

 

Siya}<sah Tanfidz|iyah syari’iyyah tidak lepas dari Al-qur‟an dan 

hadits, moqosidu syari’ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang 

kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil 

dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi 

kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan 

pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.  

Hadist yang menerangkan tentang Siya}<sah Tanfidz|iyah 

syari’iyyah: 

وْعُ   تِوَعْصِيةٍَ، يؤُْهَرْ  لنَْ  هَا وَكَرِهَ، أحََةَّ  فيِوَا الوُسْلِنِ  الوَرْءِ  عَلىَ وَالطَّاعَةُ  السَّ

 طاَعَةَ  وَلَ  سَوْعَ  فلََ  تِوَعْصِيةٍَ  أهُِرَ  فإَذَِا
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29 

Artinya: "Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat 

(kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia 

tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk 

bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun 

mentaatinya". (HR. Bukhari, No. 7144). 

Permasalahan di dalam fiqh Siya}<sah Tanfidz|iyah syari’iyyah 

adalah hubungan anatar pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak 

lain serta kelemabagaan-kelembagaan yang ada di dalam 

masyarakatnya. Oleh karna itu ,dalam fiqh siya>sah tanfiz|iyyah 

biasanya di batasi hanya membahas peraturan dan perundang-

undangan yang dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhanya.
31

 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk 

terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan 

adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan- 

tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang 

tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat yang keluar dari syara 

yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian 

ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu 

ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau 

menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-

mashl>hah al-mursalah. Sehingga mashlahah al-mursalah merupakan 
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suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga 

tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari mashlahhah al-mursalah 

adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan 

menjaga kemanfaatannya.  

Sikap profesional akan menentukan hasil dari pekerjaan yang ia 

lakukan, apabila ia melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang 

diperintahkan dan menjalankannya dengan baik, maka dia akan 

mendapatkan balasan apa yang sesuai ia kerjakan, jika ia mengerjakan 

pekerjaan sesuai dengan aturan maka ia akan mendapatkan hasil yang 

baik pula, dan bila ia mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan 

aturan maka hasil yang di dapatkan juga tidak akan baik hasilnya  

Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa siya>sah tanfiz|iyyah 

adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar 

sehingga dijadikan landasan utama dalam mencakup rujukan semua 

tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. 

Islam adalah agama yang meletakan dan menekankan nilai-nilai 

profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya, 

lantaran profesional juga merupakan ciri implementasi dari tingkatan 

seseorang yang mencapai maqam (tingkatan) ihsan. Disisi lain 

kepemimpinan dipandang sebagai amanah perkara berat yang kelak 

dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah. Demikian beratnya 

sampai-sampai alam. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Azhab (33) 

72: 
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ُ ُوَاَشْفَقْنَُمِنْهَا ُيَّحْمِلْنَهَا ُانَْ ُفَابََيْنَ مٰوٰتُِوَالًْرَْضُِوَالْجِبَالِ ُالسَّ ُعَلىَ ُالًَْمَانَةَ ُعَرَضْنَا ا وَحَمَلَهَاُاِنَّ
ُ ُاِنَّهُٗكَانَُظَلوُْمًاُجَهُوْلًًۙ ٩٧ُُالًِْنْسَانُۗ

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, 

bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, 

dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) 

sangat zalim lagi sangat bodoh.”  (Q.S. Al-Ahzab [33]: 72). 

 
 

B. Kartu Identitas Anak 

1. Pengertian dan Jenis  Kartu Identitas Anak  

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA 

adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang 

dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, seperti yang 

tercantum pada pasal 1 ayat 7. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan 

program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sesuai dengan Permendagri 2 tahun 

2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak (KIA) 

merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka 

pemberian identitas kependudukan kepada anak untuk mendorong 

peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk 

mewujudkan hak terbaik bagi anak. Program Kartu Identitas Anak 

mulai dilakukan di tahun 2016 dan didukung oleh adanya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, 

Kartu Identitas Anak berfungsi sama dengan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) yang diperuntukkan untuk anak berusia 0-5 tahun, dan 5-17 

tahun kurang satu hari. Perbedaannya, Kartu Identitas Anak (KIA) 
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untuk bayi dan balita tidak menampilkan foto, sedangkan Kartu 

Identitas Anak (KIA) untuk 5-17 tahun kurang satu hari menampilkan 

foto.
32

 

Kartu Identitas Anak (KIA) ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 0-5 tahun. 

b. Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 5-17 tahun.  

Perbedaan dari keduannya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk 

yang berusia 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 

5-17 tahun terdapat foto. 

2. Tujuan dan Fungsi Karu Identitas Anak 

Tujuan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk 

melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. 

Meskipun secara fungsional sama dengan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), tetapi tidak memiliki chip seperti Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Seperti yang tecantum dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Tahun 2026  Kartu Identitas Anak memiliki Tujuan diantara 

lain: 

a. Melindungi pemenuhan hak anak 

b.  Menjamin akses sarana umum 

c. Menjadi bukti identifikasi diri ketika anak mengalami peristiwa 

buruk 

                                                             
32 Intan, “Kenali Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Hak Konsitusional Anak sebagai 

Warga Negara–Disdukcapil Kota Surabaya,” April 11, 2023,  
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d. Mencegah terjadinya perdagangan anak 

e. Memudahkan anak mendapatkan akses pada pelayanan publik 

seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, 

dan imigrasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tujuan dan fungsi Kartu 

Identitas Anak tentang hak-hak anak juga sesuai dengan surat An-

Nisa ayat 9:  

ُوَلْيَقُوْلوُُْوَلُْ َ
ُاّللّٰ قُوا ُفَلْيَتَّ ُعَلَيْهِمْْۖ ُخَافُوْا ُضِعٰفًا يَّةً ُذُرِّ ُخَلْفِهِمْ ُمِنْ ُتَرَكُوْا ُلَوْ ُالَّذِيْنَ ُقَوْلًًُيَخْشَ ا

٩ُُسَدِيْدًاُ
“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 

meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) 

mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah 

dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal 

menjaga hak-hak keturunannya).” ( Q.S. An-Nisa‟ [4]: 9) 

 

3. Ketentuan Kartu Identitas Anak  

Kartu Identitas Anak adalah kartu yang wajib di miliki oleh setiap 

anak yang ada di negara indonesia seperti yang telah tercantum pada 

Perturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas 

Anak. Adapun Ketentuan dari Kartu Identitas Anak adalah: 

a. Kartu Identitas Anak di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten setempat menyesuaikan dengan 

alamat nya, Dinas menerbitkan Kartu Identitas Anak baru bagi 

anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan 

akta kelahiran. 



 

 

 
 

34 

b. Dalam pembuatan Kartu Identitas Anak, Dalam hal anak kurang 

dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki 

KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan: 

1) Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta 

kelahiran aslinya. 

2) Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/Wali. 

3)  Kartu Tanda Penduduk (KTP)-elektrik asli kedua orang 

tuanya/wali. 

c. Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan 

usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:  

1) Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta 

kelahiran aslinya. 

2) Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/Wali. 

3) Kartu Tanda Penduduk (KTP)-elektrik asli kedua orang 

tuanya/wali. 

4) Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Kartu Identitas Anak 

Menurut Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH., MH. selaku Direktur 

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam 

Negeri (2015-2023), manfaat dari Kartu Identitas Anak ini ialah 

sebagai tanda pengenal atau bukti diri, sebagai persyaratan pendaftaran 

sekolah, untuk melakukan transaksi keuangan di perbankan atau 

lembaga lain seperti PT. Pos Indonesia, untuk mendapatkan pelayanan 
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kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit, sebagai syarat pembuatan 

dokumen keimigrasian, untuk mengurus klaim santunan kematian, 

mencegah terjadinya perdagangan anak, dan untuk keperluan lain yang 

membutuhkan bukti diri anak.
33

 

Tentu dalam perjalanannya program Kartu Identitas Anak ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, kelebihan 

dan kekurangan tersebut adalah sebagai berikut. Kelebihan :  

a. Sebagai tanda pengenal atau bukti diri. 

b. Sebagai persyaratan pendaftaran sekolah. 

c. Untuk melakukan transaksi keuangan di perbankan atau lembaga 

lain seperti PT. Pos Indonesia. 

d. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau 

Rumah Sakit. 

e. Sebagai syarat pembuatan dokumen keimigrasian. 

f. Untuk mengurus claim santunan kematian. 

g. Mencegah terjadinya perdagangan anak. 

h. Untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri anak.  

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kabupaten Kapuas 

Hulu) 
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Adapun Kekurangan dari Kartu Identitas Anak :  

a. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain yang mengakibatkan 

Kartu Identitas Anak jarang digunakan dengan semestinya.  

b. Menambah beban anggaran negara karena Kartu Identitas Anak 

dianggap tidak terlalu penting. 

c. Anak dianggap belum dewasa sehingga tidak bisa melakukan 

perbuatan hukum secara mandiri tanpa bimbingan orang tua, yang 

mengakibatkan program Kartu Identitas Anak ini tidak berjalan 

dengan efektif.
34

 Selain itu juga, tidak diatur sanksi bagi orang tua 

yang tidak mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas 

Anak ini. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa Kartu 

Identitas Anak ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban 

pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada 

seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional, termasuk 

identitas anak. 

C. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 

Lampung Terhadap Implementasi  Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak  

 

Kebijakan pemerintah dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak 

berdasarkan pada Pasal 2 Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 

2016 yang merupakan peraturan yang di buat dengan tujuan untuk  

meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebgai 
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upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga 

negara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan 

penerbitan Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak atau disingkat 

dengan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang 

berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Kartu Identitas Anak (KIA) menyatakan, bahwa tujuan pemerintah 

menerbitkan KIA yaitu:
35

 

1. Untuk meningkatkan pendataan. 

2. Perlindungan dan pelayanan publik. 

3. Upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional 

warga negara. 

Khususnya bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum 

menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional 

dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi kependudukan 

(SIAK). Sedangkan manfaat pelaksanaan program KIA adalah 

memberikan tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak berusia 

kurang dari 17 tahun. Selain itu, juga bisa digunakan untuk pendaftaran 

sekolah, dasar pembuatan KTP, membuka rekening di Bank, pembuatan 

passport, dan lain sebagainya.  
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 Prosedur Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Identitas Anak tercantum 

dalam Bab III Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas 

Anak diuraikan sebagai berikut : 

1. Batasan terakhir usia terhadap kepemilikan KIA adalah 17 tahun 

kurang satu hari, karena berkaitan dengan batas usia kepemilikan KTP  

2. Pemberlakuan KIA ada dua macam yaitu untuk usia 0-5 tahun dicetak 

tanpa foto, dan untuk usia diatas 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu 

hari dicetak menampilkan foto.
36

 

 Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2016 Tentang Kartu Indentitas Anak dibutuhkan peran dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan penerbitan Kartu 

Identitas anak tersebut untuk merealisasikan tujuan dan manfaat dari Kartu 

Identitas Anak, maka dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bandar Lampung melakukan sebuah Program Jemput Bola ke 

sekolah  PAUD, SD, dan TK yang berada di Kota Bandar Lampung. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung  

melakukan kordinasi dengan Unit Pelaksanaan Teknis ( UPT )  sekolah 

seperti, PAUD, SD, dan TK. Pihak  sekolah membantu mengumpulkan 

data murid  seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, lalu pihak Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagian JF. Administrator Database 

dan Operator yang melakukan proses pendataaan dan penerbitan kartu 

identitas anak.

                                                             
36

 Rinaldo Oktaviano, Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau, 2019), hlm. 45. 



 

74 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan telah di uraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1.  Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 

Lampung dalam mengimplementasikan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas sudah dinyatakan 

terlaksanakan dilihat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada pasal 2 

menjelaskan mengenai pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, 

serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak 

konstitusional warga negara. Peranan yang di lakukan oleh Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam 

Penerbitan kartu identitas dengan melalui program jemput bola sehingga 

jumlah anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak pada tahun 2016 

sampai  2024 adalah 309.758 anak di bandar lampung telah memiliki 

Kartu Identitas Anak dan dalam penerbitan kartu identitas anak Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sudah 

melaksanakan tugasnya berdasarkan wewenang dan kewajibanya, hal ini 

dibuktikan dengan berjalannya sebuah peranan dalam bentuk program 

Jemput Bola dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar 

Lampung juga melakukan pelayanan 3 in 1 KK, AKTA, KIA serta Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah 
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melakukan upaya terbaru yaitu berupa Nota Kesepakatan atau biasa di 

kenal dengan Memorandum of Understanding (MOU) di berbagai tempat 

pelayanan publik seperti Tempat Wisata, Toko Makanan dan Toko buku 

serta Alat tulis dengan keuntungan yang didapat oleh warga Kota Bandar 

Lampung yaitu discount sebesar 5%-10% dengan syarat dan ketentuan 

berlaku. 

2. Persepektif Siya>sah Tanfiz|iyah Syar’iyyah dalam impelemtasai Pasal 2 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu 

Identitas Anak sudah di laksanakan sesuai dengan prinsip kesejahteraan 

rakyat yang dibuktikan dengan tujuan dari Program Kartu  Identitas Anak 

yaitu menjamin mengenai pendataan, perlidungan dan pelayanan publik 

serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak 

konstitusional warga negara serta memberikan pelayanan adminitrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil yang bertujuan memenuhi hak bagi 

anak. Hal tersebut telah sesuai bahwa seorang pemimpin (ulil amri) harus 

bertanggung jawab atas amanah yang telah di berikan dan harus di 

sampaikan dan dilaksanakan sesuai dengan surah An-Nisa Ayat 58 

sehingga setiap pemimpin harus memiliki nilai tersebut karena akan di 

pertanggung jawabkan kelak di hadapan Allah SWT, karena sejatinya 

Fiqh Siya>sah Tanfiz|iyah Syar’iyyah diperuntukan seluruh manusia agar 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. 
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B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya , maka rekomendasi ini ditujukan sebagai berikut: 

1. Pejabat pemerintahan atau pihak petinggi dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandar lampung harus segera melakukan sosialisasi 

ataupun pemeberitahuan kepada masyarakat terkait tujuan dan keuntungan 

dari Program Kartu Identitas Anak, Adapun sosialisasi atau pemberitahuan 

dalam bentuk pamflet ataupun content menarik yang dengan mudah di 

jangkau untuk segala kalangan masyarakat dengan melalui sosial media 

seperti Instagram, Facebook, Saluran Whatsapp, dan Youtube. 

2. Diharapkan dengan adanya karya ilmian ini dapat sedikit memberikan 

masukan atau informasi untuk pejabat atau pemimpin bahkan staf di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam 

memberikan pelayanan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan 

khususnya di bagian Program Kartu Identitas Anak. 
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